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BAB V
PENUTUP
5.1	Kesimpulan
	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi realisasi penerimaan PPN dan PPh Pasal 21, tingkat konsumsi masyarakat, maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data tersebut merupakan data time series periode 2015-2024.
	Hasil penelitian ditemukan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan penerimaan PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Penerimaan PPN yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan konsumsi dan permintaan agregat. Dengan demikian, penurunan konsumsi tersebut dapat melemahkan efek multiplier fiskal dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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Di sisi lain, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan penerimaan PPh Pasal 21 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Menurut teori multiplier fiskal, ketika beban atau potongan PPh Pasal 21 yang menjadi beban wajib pajak meningkat, pendapatan bersih (take-home pay) yang dapat digunakan untuk konsumsi akan menurun. Penurunan konsumsi ini kemudian mengurangi permintaan agregat, sehingga multiplier yang terjadi cenderung negatif.
Berdasarkan hasil temuan, didapatkan bahwasanya penerimaan PPN dan PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni karena PPN dan PPh Pasal 21 termasuk pajak pusat yang penerimaannya tidak seluruhnya dialokasikan kepada pemerintah daerah, melainkan hanya sebagian kecil dan disalurkan melalui mekanisme transfer dana ke daerah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi mendapatkan dana transfer sebesar 7,5 persen. Selain itu, keterbatasan jumlah observasi dalam penelitian ini juga dapat memengaruhi hasil pengujian statistik, sehingga menjadi tidak berpengaruh signifikan. 
 Tingkat konsumsi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis ketiga (H₃) yang menjelaskan tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Hal ini konsisten dengan teori multiplier fiskal yang menyatakan bahwa kenaikan konsumsi dapat memperkuat permintaan agregat, sehingga meningkatkan output dan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi yang secara langsung memicu investasi dan meningkatkan total output perekonomian.  
5.2	Keterbatasan dan Saran
5.2.1	Keterbatasan
`	Adapun keterbatasan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah observasi penelitian terbatas, yaitu hanya menggunakan data tahunan sebanyak 10 observasi (periode 2015-2024). Keterbatasan tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya data dalam bentuk triwulanan untuk variabel PPN dan PPh Pasal 21, sehingga penelitian belum dapat menangkap variasi perubahan ekonomi dalam jangka pendek secara lebih detail. 
2. Variabel independen dalam penelitian masih terbatas pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan tingkat konsumsi masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi, sehingga penelitian bergantung pada ketersediaan, konsistensi, dan kualitas data yang dipublikasikan. Selain itu, variabel penerimaan PPN dalam penelitian ini hanya menggunakan komponen PPN Dalam Negeri, sehingga belum mencakup seluruh komponen penerimaan PPN yang berasal dari wilayah Jawa Tengah.
4. Penerimaan PPN dan PPh Pasal 21 yang digunakan merupakan penerimaan pajak pusat berdasarkan wilayah administrasi Jawa Tengah, bukan penerimaan pajak daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan bahwa variabel tersebut lebih menggambarkan aktivitas ekonomi wilayah dibandingkan kebijakan fiskal langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5.2.2	Saran
Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang dihadapi, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:
1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain yang relevan, seperti investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah, maupun tenaga kerja, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode pengamatan dengan menggunakan rentang waktu yang lebih panjang guna meningkatkan akurasi dan representatif penelitian.
3. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan fiskal, khususnya mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa mengurangi daya beli masyarakat.

5.3	Implikasi
	Beberapa implikasi yang diperoleh dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Implikasi Ekonomi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan peningkatan konsumsi masyarakat dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, kestabilan daya beli masyarakat perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tetap meningkat.
2. Implikasi Kebijakan Pemerintah
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan fiskal. Stabilitas harga barang dan jasa, tingkat inflasi, serta kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Implikasi Akademis
Temuan ini dapat berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi regional dan perpajakan, khususnya terkait hubungan penerimaan pajak, konsumsi masyarakat, maupun kinerja perekonomian daerah.
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